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P U T U S A N 

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Srg 

 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 
Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: 

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan 

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN 

SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut 

Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx 

xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, 

PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 

Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada 

hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Srg, 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa bulan lahir Penggugat yang benar sesuai dengan Kartu Tanda 

Penduduk Penggugat, yakni bulan Agustus;  

2. Bahwa Penggugat adalah Isteri dari Tergugat yang telah melaksanakan 

pernikahan pada tanggal 31 Juli 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 367/06/VIII/2005 tertanggal 

01 Agustus 2005;  

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat awal menikah 

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di 

KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;  

4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah 

pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah 

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;  

1. ANAK PERTAMA, (L), lahir di Serang, tanggal lahir 05 Mei 2006, 

pendidikan SLTA;  

2. ANAK KEDUA, (L), lahir di Serang, tanggal lahir 18 Juli 2013, 

pendidikan SD;  

Dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;  

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun 

dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 rumah tangga mulai terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:  

1. Tergugat sering melakukan judi, sehingga Tergugat sering berhutang 

dan beban pelunasannya dibebankan kepada Penggugat;  

2. Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan keluarga dan kurang 

bertanggung jawab dalam memberikan nafkah yang cukup bagi 

keluarganya;  

3. Tergugat malas dalam menjalankan ibadah wajib, seperti Tergugat 

sering meninggalkan sholat wajib;  

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi 

pada tanggal 19 November 2023, akibatnya antara Penggugat dan 

Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, 

sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan 

layaknya suami istri lagi;  

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya 

damai namun tidak berhasil;  

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Srg 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada 

Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  

Subsider: 

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

Bahwa untuk memeriksa perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah 

dipanggil untuk menghadap sidang, dan Panggilan kepada Penggugat dan 

Tergugat melalui alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan 

Penggugat; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri 

datang menghadap sidang dan Tergugat hadir sendiri datang menghadap 

dimuka sidang;  

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas pihak-pihak yang 

berperkara dan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatan 

Penggugat; 

Bahwa majelis hakim berusaha menasehati untuk mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa majelis hakim telah memeriksa idensitas Penggugat dan 

Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan 

Penggugat; 

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim 

menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk 

menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan 

mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua 

Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Serang, selanjutnya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Fathullah, S.Ag., M.H., 

M.M.,C.P.M., C.P.A., C.P.C mediator tertanggal 10 Januari 2024, dan 

berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Januari 2024 dinyatakan bahwa 

proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan 

damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut 

dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, 

walaupun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut dan Tergugat belum 

pula menyampaikan jawabannya, sehingga tidak diketahui tanggapannya 

terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka karenanya Majelis menilai patut 

diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat 

masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan 

selalu hadir dipersidangan dan mempertahankan hak-haknya;  

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk 

umum dengan terlebih dahulu kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat 

tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah 

menyampaikan bukti berupa: 

a. Bukti tertulis antara lain : 

A. Surat 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx atas 

nama Penggugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, 

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Cikeusal xxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 367/06/VIII/2005 

tanggal 31 Juli 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, 

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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b. Bukti saksi antara lain:  

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx 

xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, 

memberikan keterangan sebagai berikut : 

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah 

kakak kandung Penggugat; 

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

membina rumah tangga terakhir di kampung Tegal di rumah orang 

tua Penggugat; 

- Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang anak; 

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, 

namun sejak 5 tahun terakhir ini rumah tangganya sudah tidak 

rukun ada masalah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; 

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena factor ekonomi 

kurangnya nafkah Tergugat, Tergugat kurang tanggunggajawab 

terhadap nafkah keluarga, kurang perhatian pada keluarga, suka 

main judi, suka berhutang yang tidak jelas peruntukannya 

sedangkan Penggugat tidak tahu-menahu tahu-tahu ada yang 

nagih; 

- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan 

saksi juga tahu dari cerita/pengaduan Penggugat; 

- Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun 

tidak berhasil; 

- Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil; 

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 

Nopember 2023 kurang lebih 3 bulan terakhir ini, Tergugat 

meninggalkan rumah tangga; 

- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali; 

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, 

memberikan keterangan sebagai berikut : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah 

keponakan Penggugat; 

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

membina rumah tangga terakhir di kampung Tegal di rumah orang 

tua Penggugat; 

- Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang anak; 

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, 

namun sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangganya sudah tidak 

rukun ada masalah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; 

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena factor ekonomi 

Tergugat kurang tanggunggajawab terhadap nafkah keluarga, 

kurang perhatian pada keluarga, dan suka main judi slot online; 

- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan 

saksi juga tahu dari cerita/pengaduan Penggugat; 

- Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun 

tidak berhasil; 

- Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil; 

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang 

lebih 3 bulan terakhir ini, Tergugat meninggalkan rumah tangga; 

- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali; 

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat 

membenarkan dan tidak keberatan; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa 

Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan Penggugat 

menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memandang cukup 

pemeriksaan perkara ini, dan kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada 

Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dihadapan 

sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya 

bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim 

menunjuk hal-hal yang termuat dan telah diuraikan dalam berita acara sidang 

perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas pihak-pihak 

yang berperkara dan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatan 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah 

berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun 

membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan 

demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum 

pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan 

melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari 

mediator Fathullah, S.Ag., M.H., M.M.,C.P.M., C.P.A., C.P.Cmediator tertanggal 

18 Januari 2024 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai 

kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah 

memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2008; 

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara aquo adalah 

termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Serang; 

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga 

mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan 

surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pada 

persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan 

Terugatg juga belum memberikan jawabannya sehingga tidak diketahui 

sikapnya atas gugatan Penggugat tersebut, dan Tergugat juga telah dipanggil 

kembali secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak 

ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan 

yang sah, maka karenanya Majelis menilai patut diduga bahwa Tergugat tidak 

akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah 

tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah 

tangganya dengan Penggugat tentunya akan selalu hadir dipersidangan dan 

mempertahankan hak-haknya;  

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah 

mengajukan bukti P.1. dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah 

bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut 

telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. 

Pasal 1888 KUHPerdata 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 Penggugat yang 

telah memenuhi asas personalitas keIslaman dan berdomisili di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Serang dengan demikian perkara a quo yang diajukan 

Penggugat merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama 

Serang, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009; 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo 

terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai 

hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai 
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legitima persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam 

perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami 

Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di 

KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan 

yang pada akhirnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak 

satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa 

mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan 

memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan 

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam 

perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti 

mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan 

yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang 

berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara 

(legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim 

menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam 

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan 

yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai 

dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan 

dipertimbangkan;  

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim 

menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara 

Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat kurang 

memberikan nafkah untuk Penggugat, suka main judi, dan malas ibadah, yang 

mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 

selama 3 bulan terakhir ini; 

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan 

oleh Pemohon tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf 
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(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, 

maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan 

pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pada 

persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan 

Tergugat juga belum memberikan jawabannya sehingga tidak diketahui 

sikapnya atas gugatan Penggugat tersebut, dan Tergugat juga telah 

berulangkali dipanggil kembali secara sah dan patut untuk menghadap 

dipersidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan 

disebabkan suatu halangan yang sah, maka karenanya Majelis menilai patut 

diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Termohon 

masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan 

selalu hadir dipersidangan dan mempertahankan hak-haknya;  

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan 

dengan diluar hadirnya Tergugat, tetapi oleh karena perkara ini berkaitan 

dengan perceraian (personal recht) dan harus ada cukup alasan bahwa antara 

suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada 

Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 163 HIR; 

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat 

adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 76 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
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2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang 

yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri); 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim 

telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat, masing-masing 

bernama SAKSI 1 dan Muhammad Baydilah bin Rujik; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di 

persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan kedekatan 

dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi 

syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76 UU No. 7 

Tahun 1989 jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, sebab-sebab pemicu 

perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya tempat tinggal dalam rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar 

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh 

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat 

materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan 

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat 

bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan yang 

disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui 

secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat 

dan Penggugat, dimana pada pokoknya adalah terjadi pertengkaran dan 

perselisihan yang sulit dirukunkan meski pertengkaran keduanya nampak dari 

tidak berjalannya komunikasi seperti semula, sehingga Majelis Hakim 

berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan 

(link and match), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai 

kekuatan pembuktian bebas (vrijbewijskracht) sebagaimana dimaksud Pasal 

172 HIR;  
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan 

di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang 

menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut: 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah 

dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga sudah tidak 

ada kerukunan lagi; 

- Bahwa dari sebab perselisihan yang berlanjut, Penggugat dan Tergugat telah 

pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan terakhir ini;  

- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil; 

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu 

dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak 

pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini: 

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang 

pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan 

kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi 

sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: ”Dan diantara 

tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari 

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”; 

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah 

satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai 

suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan 

bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah 

rapuh dan tidak utuh lagi;  

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak 

mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, 

maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri 
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itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah 

tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan 

Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;  

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan 

Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan 

bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;  

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah 

kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena 

akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu 

pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga 

yang telah tidak harmonis lagi;  

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak pernah 

hadir lagi dipersidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan 

mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah 

tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah 

tangganya dengan Penggugat tentunya akan hadir dipersidangan dan 

mempertahankan hak-haknya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah 

(broken marriage), karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk 

hidup rukun kembali, dan akibat seringnya bertengkar antara Penggugat dan 

Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan terakhir ini, oleh karena itu 

gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sudah tidak ada manfaat yang 

dapat diharapkan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun kembali, sehingga mengakhiri kehidupan suami istri 

adalah lebih baik; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat 
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(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Pasal 

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karena itu 

berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka gugatan Pengguga yang 

mohon dijatuhkannya talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat 

cukup beralasan menurut hukum dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 

dan Peraturan Pemerintan Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada 

Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;- 

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; 

 
M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp 695.000,00 ( enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Serang pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai 

Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H. masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam 

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota 

tersebut, dan didampingi oleh Hj. Afiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, 

dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat. 

 
Ketua Majelis 
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ttd 

 

Drs. Hasan Hariri 

 
 Hakim Anggota I  Hakim Anggota II 

 

 ttd  ttd 

 

 Drs. H. Surisman Drs. Mohd. Yusuf, M.H. 

 
Panitera Pengganti 

 

ttd 

 

Hj. Afiah, S.Ag 

 

Perincian biaya : 

- Pendaftaran : Rp 30.000,00 

- ATK Perkara : Rp 75.000,00 

- Panggilan : Rp 550.000,00 

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00 

- Redaksi : Rp 10.000,00 

- Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 695.000,00 

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). 

 

 

Salinan Sesuai Aslinya  

Pengadilan Agama Serang 

Panitera 
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Mulyadi, S.Ag. 

Catatan : 

Salinan Putusan diberikan kepada ……………… pada tanggal …………… dan 

telah/belum berkekuatan hukum tetap; 
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